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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP  

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA  

PEKANBARU 

 

 

Oleh: 

 

YOLLANDA ANDINI SARI  

NIM : 01776201266 
 

Tujuan penelitian ini dilakukan pada juni 2020 dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penerimaan pajak air 

tanah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota pekanbaru. Pajak air tanah adalah atas 

pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Data penelitian dikumpulkan secara langsung 

dari sumbernya melalui wawancara hasil dari penelitan ini Tugas Akhir ini bertujuan 

untuk mengetahui. Analisis penerimaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini 

dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kontribusi pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

kota Pekanbaru pada tahun 2018 – 2019 berturut-turut 16,14% dan 17,16% 

dengan rata-rata 16,65%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak Air Tanah di kota 

Pekanbaru pada tahun 2018 – 2019 menunjukan sangat efektif  dengan rata-rata 

101,805%. Dapat disimpulkan bahwa pajak Air Tanah sangat berkontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru dan pemerintah kota Pekanbaru 

mampu dalam menggali potensi pajak Air Tanah secara maksimal sehingga 

tingkat analisis penerimaan pajak Air Tanah di kota Pekanbaru menunjukan 

sangat efektif. 

 

Kata Kunci : Pajak Air Tanah, Analisis Penerimaan Pajak Air Tanah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Negara, baik yang 

langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Pajak memiliki berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi 

sumber pendapatan daerah, seperti, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah dan lain-lain. 

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan 

dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah. 

Pajak memiliki peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya,mengingat cukup penting dan besarnya 

peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan,dengan 

adanya intensifikasi pajak daerah,diharapkan realisasi pajak daerah dapat 

meningkatkan yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang 

dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.meningkatnya 

pendapatan masyarakat dan pembangunan di segala bidang memnuntut 

terpenuhinya kebutuhan akan air yang terus meningkat.lama kelamaan 

ketersediaan air akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya krisis air 

bersih.krisis air bersih ini dipicu oleh perilaku masyarakat yang cenderung boros 

dalam memanfaatkan air.hal ini disebabkan karena air dianggap milik umum dan 

tidak terbatas.disamping peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan 
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di segala bidang,kerusakan lingkungan hidup juga menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya berkurangnya sumber air bersih. 

Air tanah merupakan bagian air dialam yang terdapat dibawah permukaan 

tanah.pembentukan air tanah mengikuti siklus peredaran air di bumi yang disebut 

daur hidrologi,yaitu proses alamiah yang berlangsung pada air dialam yang 

mengalami perpindahan tempat secara berurutan dan terus menerus. salah satu 

komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak air bawah tanah. Pajak air bawah 

tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial saat 

ini.menurut perda kota pekanbaru No 12 Tahun 2011 tentang pajak air bawah 

tanah,Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah (Perda No 

12 Tahun 2011 tentang pajak air bawah tanah). 

Dengan adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai Pajan 

Air Bawah Tanah No 12 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota No 78 Tahun 2018 

maka sumber pendapatan daerah dari pajak Air Bawah Tanah tersebut dapat 

dipungut sesuai dengan ketetapan yang telah diberlakukan,sehingga dapat 

menigkatkan pendapatan asli daerah.selain untuk meningkatkan PAD Kota 

Pekanbaru,peraturan daerah mengenai pajak Air Bawah Tanah.tarif pajak Air 

Bawah Tanah sebesar 20% dan objek pajak Air Bawah maupun penggalian 

sedangkan subjek pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air. 
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Tabel 1.1: Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Pekanbaru Tahun 2018-2019  

NO TAHUN PENERIMAAN PAD(Rp) PERTUMBUHAN (%) 

  2018 573.154.196.274 17,00 

2 2019 690.931.414.829 20,55 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanabru, 2020 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) kota pekanbaru pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan 

dengan rasio pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 20,55%. 

Tabel 1.2:  Jumlah Wajib Pajak Air Bawah Tanah Kota Pekanbaru Tahun 

2018-2019. 

No Tahun Jumlah Wajib Pajak 

1 2018 748 

2 2019 1.079 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2020 

Berdasarkan table 1.1 bahwa jumlah wajib pajak air bawah tanah kota 

Pekanbaru pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2018 wajib pajak air bawah tanah adalah 748 wajib pajak. Selanjutnya pada 

tahun 2019 wajib pajak air bawah tanah 1.079 wajib pajak. Adanya penigkatan 

wajib pajak pada tahun 2019 karena Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

melakukan berbagai strategi salah satunya adalah Sosialisasi Daftar Tagih (SDT). 

Tabel 1.3: Target dan Realisasi Peneriman Pajak Air Bawah Tanah Kota 

Pekanbaru Tahun 2018-2019 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1 2018 90.440.898.825 92.517.148.946 

2 2019 117.035.537.059 118.586.072.181 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2020 

 Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 realisasi 

penerimaan pajak air bawah tanah di kota Pekanbaru yakni sebesar Rp 

92.517.148.946 dari jumlah target sebesar Rp 90.440.898.825. Pada tahun 2019 

realisasi penerimaan pajak restoran kota Pekanbaru mengalami peningkatan yakni 
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sebesar Rp 118.586.072.181 dari jumlah target sebesar Rp 117.035.537.059. 

Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah kota Pekanbaru pada tahun 2018-

2019 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan target 

pada tahun 2019. Peningkatan pada target pajak air bawah tanah terjadi karena 

Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru melihat potensi perkembangan pajak 

air bawah tanah di kota Pekanbaru yang semakin berkembang sehingga 

berpengaruh pada peningkatan wajib pajak dan penerimaan pajak air bawah tanah. 

 Berkembang pesatnya jumlah pajak air bawah tanah di kota Pekanbaru 

akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, kota Pekanbaru 

diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan menggali potensi sumber-

sumber keuangan daerah dengan cara meningkatkan pajak daerah khususnya 

pajak air bawah tanah. Adapun peningkatan realisasi penerimaan pajak air bawah 

tanah kota Pekanbaru setiap tahunnya dapat meningkatkan kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru. Dapat disimpulkan bahwa pajak 

air bawah tanah memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan 

pertumbuhan pembangunan kota Pekanbaru. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

             Berdasarkan masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini sebagai berikut :   

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak air bawah tanah pada Badan 

Pengelolaan Pajak  Daerah Daerah Kota Pekanbaru 2018 - 2019? 

2. Apa kendala yang dihadapi oleh BAPENDA kota Pekanbaru dalam 

melaksanakan pemungutan pajak air bawah tanah? 
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3. Apa upaya yang dilakukan BAPENDA kota Pekanbaru dalam 

meningkatan penerimaan pajak air bawah tanah sebagai salah satu 

sumber Pendaaptan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru tahun 2018 – 

2019.  

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 

Restoran.  

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak 

restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota 

Pekanbaru.  

 

1.4. Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup penelitian dibatasi hanya sampai pada informasi yang 

berhubungan dengan penerimaan pajak air bawah tanah pada tahun 2018-2019. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

Berikut: 
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1. Bagi Penulis  

Sebagai alat utuk meninjau,serta mempraktekkan teori-teori yang 

didapat dan dipelajari dibangku kuliah yang kemudian dibandingkan 

dengan penerapan opada perusahaan,sehingga penulis dapat menegetahui 

seberapa jauh pehaman dan penjabaran yang penulis dapat lakukan 

terhadap teori yang diketahui. 

2.  Manfaat bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru 

Sebaga bahan masukan dan bahan kajian bagi badan pengelolaan 

pajak daerah Kota Pekanbaru untuk dapat dipergunakan seperlunya dan 

bermanfaat bagi Kota Pekanbaru dan masyarakat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika merupakan uraian jelas mengenai dasar suatu penulisan. 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir secara umum penulis uraikan sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

  Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,  

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika  

penulisan.  

BAB II  : GAMBARAN UMUM INSTANSI  

  Bab ini menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah  

(BAPENDA) kota Pekanbaru. Seperti sejarah singkat berdirinya 

BAPENDA, visi dan misi, uraian tugas masing-masing bidang di 

instansi serta struktur organisasi BAPENDA kota Pekanbaru.  
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BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

  Bab ini penulis akan menjelaskan teori yang mendukung penulisan 

penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan 

dengan judul penelitian.  

BAB IV  : PENUTUP  

  Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan 

serta saran untuk BAPENDA kota Pekanbaru.  

DAFTAR PUSTAKA   
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA 

PEKANBARU 

 

2.1  Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 

disingkat DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan 

Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 

dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru 

dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah 

sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan Retribusi, 

Seksi IPEDA, Seksi Operasi/Penagihan. 

 Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, 

diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian 

Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-

lain, Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan. 

 Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

 

8 



 

 

9 

Daerah Kotamadya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 

tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan 

Organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi 

Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan Pelaporan, 

Seksi Penangihan, Unit Penyuluhan. 

 Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 

Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, 

termasuk Dinas Pendapatan Daerah, pada awal tahun 2017 diganti dengan nama 

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA dengan susunan 

organisasi sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

2. Wakil Kepala Dinas 

3. Bagian Tata Usaha 

4. Sub Dinas Program 

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 
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6. Sub Dinas Penagihan 

7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

9. Kelompok Fungsional 

 

2.2  Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

2.2.1 Visi : 

 Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu: 

 “Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi 

dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat” 

2.2.2 Misi : 

 Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi dari sebuah 

instansi tersebut. Terdapat beberapa Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru yaitu: 

a. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang 

ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab 

Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh 

Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya. 

b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang 

tersedia. 

c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha 

peningkatan pendapatan. 
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d. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan 

dibidang pendapatan. 

e. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan 

daerah. 

 

2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

2.3.1 Kepala Badan 

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah 

dan tugas pembantuan lainnya. 

2. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum 

di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan 

daerah. 

d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi 

daerah terhadap perangkat daerah teknis. 

e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup 

tugasnya. 
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f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai 

dengan kewenangannya. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.3.2 Sekretariat 

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan 

dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja 

kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan 

Daerah. 

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, 

keuangan dan program. 

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

badan, upacara serta keprotokolan. 

e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan. 
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f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.3.3 Sub Bagian Umum 

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bagian Umum. 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecah masalah. 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pemcatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 
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e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, 

perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku. 

f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket 

informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta 

pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis. 

g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan 

dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD). 

h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan 

kebutuhan sarana dan prasarana badan. 

i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta 

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

umum. 

j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, 

dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan. 

k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu 

pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi 

dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan 

hubungan masyarakat. 

l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah 

tangga badan. 

m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan 

halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan. 
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n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta 

peningkatan kualitas pegawai. 

o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta 

formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, 

penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta 

pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan 

Pendapatan Daerah. 

p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, 

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. 

q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya. 

r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang 

diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 

s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 

2.3.4 Sub Bagian Keuangan 

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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2. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bagian Keuangan. 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah. 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 

e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM). 

f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan 

verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. 

g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliput pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

h. Pelaksanaan akuntansi badan. 
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i. Pelaksanaan urusan pengelolahan barang milik daerah meliputi 

penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan 

pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah. 

j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaaian kinerja 

dan capaaian anggaran. 

k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan 

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat 

terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan 

lainnya. 

m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.3.5 Sub Bagian Program 

1. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Sub Bagian Program dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan 

peraturan perudang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 
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b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bagian Program. 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah. 

d. Pelaksanapan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 

e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi 

kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program 

pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja. 

f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan. 

g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa. 

h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara 

lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-

masing. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.3.6 Bidang Pajak Daerah I 

1. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala 

Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 
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2. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah 

I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan 

PPJ. 

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis 

pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat 

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan 

menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta 

penelitian lokasi/lapangan. 

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolaan daftar nomor objek 

pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta 

menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan 

pendaftaran da pendataan. 

e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ. 

f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2. 

g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB. 

h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis 

penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 
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i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian 

serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang 

berkaitan dengan penetapan. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Pajak Daerah I membawahi : 

a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 

b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 

c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ. 

4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I. 

 

2.3.7 Bidang Pajak Daerah II 

1. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas 

Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; 

Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. 

2. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah 

II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
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b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, 

Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. 

c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan 

pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat 

Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, 

Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah 

data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan. 

d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar 

induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah 

yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan. 

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan 

Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah 

angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib 

pajak daerah. 

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas 

pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak 
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Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, 

Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan 

pemberian informasi pajak daerah. 

i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan 

pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang 

berkaitan dengan penetapan pajak daerah. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oelh pemimpin sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang pajak daerah II, membawahi : 

a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. 

b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet. 

c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah. 

4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II. 

 

2.3.8 Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

1. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian 

Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak 

Daerah. 

2. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari 

pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan 

pengurangan Pajak Daerah. 

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai 

penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber 

dari keberatan dan pengurangan. 

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, 

pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, 

keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan 

subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah. 

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara 

berkala hasil pengendalian pajak daerah. 

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian 

pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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3. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi : 

a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. 

b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan. 

c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan. 

4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah. 

 

2.3.9 Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD 

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas 

membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan 

Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, 

Pembukuan PAD dan Legalisasi. 

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan 

penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat 

berharga. 

c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan 

dalam Peningkatan PAD. 
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d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, 

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 

e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan 

rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

pemungut PAD. 

f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) dan pendapatan lain-lain. 

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi 

penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah. 

h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan 

penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga. 

i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pajak daerah. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi : 

a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama. 

b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak. 

c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi. 

4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD. 
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2.3.10 Unit Pelaksanaan Teknis 

1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) 

klasifikasi, yakni : 

a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar. 

b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 

3. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana 

wakil pemerintah pusat. 

 

2.3.11 Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-

undangan. 

2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah 

tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan keahliannya. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 
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5. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2.4 Stuktur Organisasi 
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Gambar 2.1   Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Jumlah wajib pajak air bawah tanah kota Pekanbaru pada tahun 2018-2019 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 826 wajib pajak aktif 

bayar dari total 2.145 wajib pajak. Sementara ada 1.299 wajib pajak yang 

belum bayar atau belum terverifikasi dan 20 wajib pajak lainnya sudah 

tutup. Di tahun 2019 mengalami peningkatan wajib pajak yang aktif bayar 

sebanyak 1.115 wajib pajak dari total 2.212 wajib pajak. Adapun 526 

wajib pajak belum bayar atau belum verifikasi dan 571 wajib pajak lainnya 

sudah tutup. 

2. Kontribusi pajak air bawah tanah terhadap PAD kota Pekanbaru pada 

tahun 2018-2019 berturut-turut sebesar 16,14% dan 17,16% dengan rata-

rata sebesar 16,65. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

pajak air bawah tanah memberikan pengaruh yang besar terhadap PAD di 

kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2018-2019. Dan ini berarti bahwa 

pemerintah kota Pekanbaru mampu dalam melaksanakan kinerja keuangan 

dalam menggali potensi penerimaan pajak air bawah tanah secara efektif. 
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4.2.  Saran  

Untuk meningkatkan peneriman PAD diperlukan peran pemerintah dan 

pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada 

penerimaan PAD sehingga penerimaan PAD dapat ditingkatkan lagi. Dari 

penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat 

dikemukakan adalah: 

1. Melakukan evaluasi kinerja guna mengetahui pegawai yang ulet dan 

kompeten dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. 

2. Adanya keterbukaan antara pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk 

meningkatkan kinerja antara satu dengan yang lainnya. 

3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya 

dengan melakukan program sosialisasi baik langsung maupun 

menggunakan media. 

4. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, agar dapat 

mendorong wajib pajak membayar kewajibannya dengan tepat waktu. 

5. Agar menertibkan para wajib pajak, pemerintah Kota Pekanbaru harus 

konsisten dalam menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib 

pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak. 

6. Membrikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh membayar 

kewajiban perpajakannya, dan dengan demikian wajib pajak dapat 

termotivasi untuk membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat 

waktu. 

 

 



 











 


